LENBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK
NOMOR s 14 TAHUN 1988 SERI s D NOMOR : 10

by PERATURAN DAERAE KOTAMADYA DAERAE TINGKAT II

PONTIANAK
NOMOR 3 02 TAHUN 1987

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINBKUNGAN PEMERINTAE

DAERAH KOTAMADYA T Z@NTTANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHL ESA

WALIKOTAMA DA KEPALA DAERAH TINGEAT II PONTIANAK

Menimbang $ as Bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah

LD

secara berdaya guna dan berhasil guna serta mencip
takan ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Ke-
tamadya Daerah Tingkat II Pemtianak perlu mengatur
lewih-lanjut pelaksanaan pasal 43 ayat (2) Undang-
undang Nemer 5 Tahmn 1974 tentang Pokek ~ Pekek Pg
merintahan di Daersh mengenai Pemunjukan Penyidik-
sesuai peraturan pgrundang = undangan yang werlaku;

%ahwa dengan Undang - undang Nemer 8 Talun 1981 ten
tang Bukum Acara Pidona dan Peraturan Penmerintah Ng
mer 1983 je Permaturan Menterd Kehaliman Nener M- 05
PW,07003 Talun 1984 yang“mengatur tentang syami-
syarat dan tata cama pengusulan, pengangkatan  dan
pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipile

[
bahwa dalanm rangka penegalan hukum atas pelanggamn
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ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, perlu me-
ngangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam =
lingkungan Pemerintah Ketamadya Dgerah Tingkat-
11 Pentianak sesuai dengan ketentuan yang diatur
inlam}i.&‘u.ﬁndagg-mdmg Hukun Aeare Pidana je
Peraturan Pemerintah Nemer 27-Tahun 1983 ;

 pahwa berhubung dengan hal - Bal tersewut pada~-

mruf a, » dan ¢ diatas maka perlu nenetapkan -
Peraturan Daerah-Ketamadya Daerah Tingkat II =
Penticnak tentang Penyidik Pegawni Negeri Sipil
dilingkunran Pemerintah Daerah Ketamadya Ting -
kat II Pentiangk.

-

Undang - undang Nemer 5 Talun 1974 tentang Pe--
kek-pekek Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negg
3 Rol. Nemer 38 Talun 1974, Tambahan Lembaran-
Negara RoI. Nemer 3037) 3

-

Undang - undang Nemer 27 Talun 1959 tentang Pe-
netapan Undang - undang Darurat Nemer 3 Taun-
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II @ -
Kalimantan (Lemsaran Negara Rel. Nemer 9 Talun
1953; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nemer 352 )

" gebagai Undang - undang (Lembaran Negara Rol. -

Nemer 72 Talun 1959, Tambahan Lembaran Negara -
RoIo. Nemer 1820) ;
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undang Nemer 8 Talun 1974 tentang Po-
kek — pekek Kepegawnian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nemer 55, Tatbahan Lembaran Negara Nemer -
3041) 3

- -

¥ndang - undang Nemer 8 Talun-1981 tentang Hu-
xum Acara Pidana (lembaran Negara Talun 1981 -
Nemer 76, Tambohan Lembaran Negara Nemer 3009);/

Peraturan Pemerintah Nemexr 27 Tatun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acare )
dana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nemer 36, Tanmba
han Lembaran Negars Nemer 3258) ;

Peraturan Menteri‘Kehakiman Nemer ¥e050 Fe 070 03
Tahun ¥984 tentang Petunjuk Felaksanaan Fengusul
an Pengangkaten dan Pemberheniian Penyidik Pega-
wai Negeri Sipil ;

Beputusan Menteri-Kehakiman Nemer M-04~PW.07. 03
Talun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawal S:I.yll.

Keputusan -Menteri Dalam Negeri Nemer 23 Talhn =
1986 tanggal 12 Aprit 1986 tentang Ketentuan Umun

- mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipile

%

Peraturan Dasrah Prepinsi Daerah Tingkat I Kali-
pantan Barat Nemer 4 Talun-1986 tentang Penyidik
Pogawai -Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Dag
rah Tingkat I Kalimantan Barate.

-

Bengan

e

- =

-

Dengan Persetujuan Dewan Perwaldilan Bakyat Daerah Ketamadya
Dgerah Tingkat II Pentianake

MEMUTUSKAN ¢

s PERATURAN DAERAE KOTAMADYA DAERAH TINGEAT II
PONTIANAK TENTANG PENYIDIX PEGAWAT NEGERT SI
$TL I LINGKUNCAN PEMERINTAH DAERAE KOTAMADYA

. DAERKH TINGEAT II PONTIANAK,

Mene tapkan

BAB _ I
KETRITUAN UMUM
Fasal 1 -

Dalan Peraturan Paerah ini yang dingksud dengans

8. Pemerintah-Daersh adalah Penerintah Ketanedya
Deereh Tingkat II Pentianak.

b, Waliketsmadys adalah Waliketamadys Kepala Dag
rah Tingkat II Pmtianake.

6o Penyidik adalal Pejabat Pegawai Negerd Sipil-
tertentu yang diberi wewenang fan kewajibvan -
untuk melakukan penyidiken terhadap pelanggal
an Peraturan Daerah Ketamadys Daerah Tingkat-
II Pentisnak yang memuat Ketentvan Fidana.

& Unit Organisasi adalah Instansi tau Binas se-
®agai lenbaga-kelengkapan Daerah yang berada-
dalanm lingkungan Pemerintah Ketanadya Daerah-
Tingkat II Pentianak,

g, Tindak
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Tindak Pidana adalah Tindak Pidana pelangcaran atas keten
tuan - ketentuan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi-
untuk itue - ¥ - 5

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Nepgeri sebagai dimaksud

dalan Undang-undang Nemet 8 Taln 1974 tentang Pelek - pe=
kek Kepegawaian.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Jasal 2,

-

Penyidik yang bertugas dilingkungan Pemerintah Dasrah ber
ksdudukan dibawah Waliketamadya Kepala Daerah, dan bertang
gung jawad kepada Waliketamadya Kepala Daerah. .

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalanm nelaksanakan tugasnya-
®erada dibawah keerdinasi dan pengawasan dari Penyidik Pel
vi pasal 7 ayat (2) KUEP dan secara adnministrasi bertang -
gung jawab kepada Waliketamadya Kepala Daerah melalui pim-
pinan unit erganisasi.

-

S48 1N
KEMENAN GAN

- « Pasal 3 “
Penyidik Pegawni Negeri Sipil penpinyai wewenang penyidike
an sesuai dengan yang ditetapkan eleh Undang-undang yang=
menjadi dasar Imkummyae

-

Dalam melakuln tugasnya Penyidik Pegawal Negeri Sipil ti
dak werwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Apaki
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(3) Apadila Undang-undang yang menjadi dasar ulumys tidak

mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, na-

ka Renyidik Pegawai Negeri Sipil karena keyajibannya -

mempunyai wewenang $ = =

a. menerima laperan atas pengadiam dari seseerang ten -
tang adanya tindak pidana ;

%, melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat ke
jadian dan melakukan penerikdaan ;-

@, menyuruh serhenti seseerang tersangka dan memeriksa-
tanda pengenal diri tersangka ;

d, melakukan penyitaan benda dan atau surat ;-

mengankil sidik jari dan menetret seseerang tersangka;

£, menangegil erang untuk didengar dan diperiksa sebagai -

“ tersangka atau saksi. p -

g. mendatangkan erang ahli yang diperlukan dalam mibungan
nya-dengan peneriksaan perkara.

he mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pe-
tunjuk dari penyidik Pelisi Bepublik Indenesia wahwa -
tidak terdapat cukup Bukti atau peristiwa tersewut Wu-
kan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Pe-
1isi Republik Indenesia memberitahukan hal tersebut ke
pada penuntut umum, tersangka atau keluzrganya.

i. mengadaksn tindakan lain menumt Hukum yang dapat diper
tanggung jawabkan.

4
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(4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakannya ten 3
tang ¢ -
a. Pemeriksaan tersangka ;3
bo pemeriksaan rumah ;
eo penyitaan benda ;
d. peperiksaan surat ;
e. penmeriksaan saksi ; -
£, pemeriksaan ditempat kejadian, dan nengirimya kepada
Penuntut umn melalui Penyidiks

BAB IV
PERSYARATAN PENYIDIK
Pasal 4 “
Syarat - syarat untuk dapat ditun juk sebagai penyidik adatahs
2. Pegawai Negeri Sipil werpangiat serendih-rendalnya Penga~
tur-Muda Tingkat I (Gelengan II/B) yang ertugas dalam Wi
dang penyidikan sesuai dengin Undang-undang yang nenjadi-
dasar mkumnya nasing-nasing. " .
®. Berpendidikan serendab-rendalnya Sak-l_ah Menengah Tingkat
atas atau berpendidikan kimsus dibidang penyidikan atau -
Khusus dividang telmis eperasisnal atau berpengalanan mi=-
nimal 2 (dua) tahun pada widang telmis eperasienals Dalanm
pengangkatan tersewut diutamakan bagi Pegawai Negeri Si -
pil yang telah mengiluti pendidikan kimsus dibidang penyi
dikan 3 - o
¢. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Si-
pil (DP 3) untuk-selama 2 (dua) taln erturut-turut .
harus terisi dengan nilai rata-rata baik 3

de Berbadan sehat-baik fisik maupun fisikis yang dinyatakan
dengan keterangan dekter-;
e, Berumur sekurang - kurangnya 25 tahun.

Pasal 5

-

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal-4 ditunjuk -eleh
Waliketamadya Kepala Daerah atas usulerganisasi yang bez
sanglutans -

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di-
ajukan -eleh Waliketamadya Kepala Daerah kepada Menteri Dy
lam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kali-
nantan Barat untuk diusulkan pengangkatannya kepada Mentg
ri Kehalciman, =

(3) Usul pemberhentian Penyidik sebagaimana diatur dalan pa -
sal ini, dilakukan eleh Waliketamadya Kepala Daerah kepa-
da Manteri Dalan Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Kalimantan Barat untuk diajukan kepada Menteri-
Kehakiman, - E

(4) Usul Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud-
pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tembusannya dikirim-

kepada
as Kepala Kepelisian R.I.up,Direkterat Reserse Kepelisian
R.I. “ a

¥, Kepala Kejaksaan Agunp ReI.up.Direkterat Pra Penuntutan.
ce Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
d.' Kepala Kepelisi an Daerah Kalimantan Barate
e. Kepala Kejaksaan Negeri Pentianak,

fo Kepala Kepelisian Resert Keta Pentianak,
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TATA KERJA
Pasal 6

(1) Penyidik dalam-melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan
Pota Kerja yesng diatur dalan Peraturan Perundang-Undang-
an yang berlekis

(2) Untuk kepentingan penyidikan, maks pengidik dapst memin-
a petunjuk dan bantuan kepada penyidik Pelisi _ Bepubd
pudlik Indenesias - -

(3) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupalkan =
tindak pidana sedang dalan penyidiksn dan kermdisn dite-
mikan bukti yang kuat untuk diajuksn kepada Peruntut Umun,
penyidik melaperkan hal itu kepada Penyidik Pelisi Repub-
1ik Indenesia.

(4) Dalem hal-tindak pidana telah selesai disidik eleh penyi-
dik ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Permun
tut Umun melatui Penyidik Pelisi - V Bepudlik Indenesia.

(5) Dalan hal penghentian suatu penyidikan karena tidak cukup-
buki atau penyidiken dihentikan demi lmlum, maka penyidik
nemberitamkan hal tersebut kepada penyidik Pelisi Repub=—
1ik Indenesia, Femmtut Urum, Tersangka dan atau keluarga=
nyas

Pasal T v

(1) Penyidik wajid membuat laporan tentang hasil penyidikan =
dan tindak lanjutnya sampai penyelesaiannya di Pengadilan=
Negeri.

(2) Lapersn

- 10 =
-

(2) Laperan seba aimana dimaksud pada ayat (2) pasal-ini, di-
sampaiken kepada Waliketamadya Kepala Daerah yang bersang
kutan dan Pimpinan Unit erganisasi masing-masing untuk =-
diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerahs

BAB VI
PEMBIIAAN
Pasal 8
Pemkinaan Penyidik dilakukan eleh-Waliketamadya Kepala Daerah
Pekerja sama dengen Instansi Penegalc Hukurie
BAB VII
PEMBIAYAAN
« Pasal 9
Biaya pelaksanaan-tugas penyidikan dan penkinaan penyidik di-
pebankan pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUR
- Pasal 10
Hpl-hsl yang belun diatur dan/atau belum culup diatur dalanm -
Peraturan Paerah ini akan ditetapkan kemudian eleh Waliketamg
dya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
™ Pasal 11

(1) Denpsn berlalmye Peraturan Daersh ini, maka semua keten-
tuan yang wertentangan-dengan Peraturan Dgerah ini, dinyg
takan tidak erlalu lagi.

Pera
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(2) Peraturan Daerah ini milai berlaiu pada tanggal diundang
kapw - C

Pentianak, 4 FPebruari 1987
DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH TE.II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK, PONTIANAK,

WAKIL KETUA,
Cap/ttd Cap/ttd
D. WASKITO. A. MADJID BASAN.

DISANKAN OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAE TINGKAT I
EALIMANTAN BARAT
SEKRETRAIS WILAYAH/ DAERAH
Wo ke
ASISTEN PEMERINTABAN
Wol,
KEPALA BIRO HUKUM,
Cap/ttd.

ABDULIAE ALEI,SH

NIP. 010021458.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TK.II PONTIANAK
NOMOR 3514
PTANGGALS$ 4 Mei Taglmun 1988
18 E R I D  NOMOR s 10
r, SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAE,

P ENJELASAN
AT AS

PERATURAN DAERAH KOTAMADIA DAEBAH TK, II
PONTIANAK

NOMOR $ 01 TAHUN 1987.

TENTANG 3
PENYIDIK FEGAWAL NEGEERIL SIFIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II PTK.
I, PENJELASAN UMUM 3 - ~ -

famdasan Halkum bagi Aparal Daersh yang bertugas seba-
gat penyidik selanma inivadalah Hersiene Indenesisbhe-
reglement (EIR) atau Beglement Indenesia yang baru =
(RIB), dkan tetapi dengan-berlakunya Undang- undang =
Nemer 8 Talun 198l jentang Hulum Acara Pidsna je Pexp
turan Pemorintah-Nemer 29 Talum 1983 tentang Pelaksa=
naan Eitab Undang -undang Hukum dcara Pidana serta pg-
ratvran - peraturan pelaksancan lginnya, naka wewenang
da, keéudukan penyidilc tersebut perlu disesuagikane
0leh karena itu untuk memberikan landessan mkun yang-
pasti maka dengan m@erhatim Surst Menteri Dalam -
Negeri Nemey 181/5767/SJ tanggal 1 Juni 1985 perihal-
Penyisik Pegawai Negeri Jo. Surat Direktur Jenderal -
Huku, dan Perundsng-undangon Departemen Kehaldiman-Nes
per C-HV,01,05-4 tanggal 8 April 1985 perihal-Pengang
katan Pemgiltik Pegawei Negeri Sipil dalan rangka pe =
ningkatan tertib Hulai, dalan-lingkungan Ketamadya Dag
rah Tingkat II Pentianak yang dapat memunjang kelan =
caran penbangunan, terutana dalan upaya penegakan =
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hukun (Lul-info:uemt) atas pelanggaran-ketentuan-lketentu-
an Peraturan Daerah, dipandang perlu mengatur pedeman Penun
jukan dan pembinaan Penyidik yang bertugas menyelenggarakan
penylliilan yang sejalan dengan ketemtuan Pasal 43 ayat (2 )
Undang - undang Nemer 5 Talun 1974 tentang Pokek - pekek -
Pemerintahan @i Daerah yang memberikan kewenangan untuk me-
aunjuk Penyidik dengan Peraturan Daersh, - i

Adanya penyidik pada hakekatnya adalah daiign rangka usaha -
untuk mewujudian-ketentramen dun ketertiwan @i kalangan mg-
Basyarakat sehingga kesinamwungan Penbangunan dan kelancar-
an kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan baiky

II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 uruf a dan » $ Culkup jelas,

mruf e ! yang dimaksud penyidik dalam-
mruf ¢ pesal ini wukanlah pe
nyidik Pelisi Republik Indens
dia, tetapi adalah-penyidik -
Pejabat Pegawai Negeri Sipil-
sebagainana dimaksud dalam Py
sal 6 ayat (1) s w,

hruf d $ Cukup jelas.
ruf e } Culup jelas. “
Pasal 2 ¢ Dalan melaksanakan tugasnya -

penyidik Pegawai Negeri Sipil
secara administrasi berada @i
bawah dan bertangoung jawab -

kepada

Pasal 3 ayat (1)
ayat (3) mse
ruf h

ayat (4) 3

Pasal 4 mruf a ]
n/d e

Pasal 5 ayat (1)

-3

kepada Waliketamndya Kepala Daerah, na-
min-secara tekimis eperasienal sesuai -
dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Jise-
Pasal 6 ayat (3) muruf a dan pasal 107-
ayat (1) Undang-undang Nemer 8 Talun -
1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap -
berada dibawah keerdinasi dan pengawasan
penyidik Polisi Repubdik Indenesia,
Cukup jelas,-

Penyidik ymg dimaksud selain penyidik-
Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pg
lisi Republik Indenesia sebagaimana di-
maksud pada pasal 6 ayat (1) muruf o Up-
dang - undang Nemer 8 Talun 1981 tentang
Hulkunm Acare Pidana, * *

Dalanm melakukan wewenang sebagainana di
maksud pada ayat (¥) pasal ini make lu-
as wilayah tugas penyidik agalah sesuai
dengan jurisdikes Pemerintah Ketamadya-
Daerah Tingkat II Pentianak,

Cukup jelas,

Untuk kepentingan Pengangkatan-penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam linglungan -
Penerintah Ketamadya Daerah Tingkat II
Pentianak/Waliketamadya Kepala Dasrah —

ZPentiangk



ayat (2)s/d
ayat (4)
Pasal 6 ayat (1)
s/d ayat (5)
Pasal 7 ayat (1),
(2)
Pasal 8

-d = _ el
Pentianak mengusulkan pengangkatan penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil dimaksud kepada~
Menteri Dalanm Negeri melalui Gubemur Ke-
Pala Daerah; dan selanjutnya dipreses de-
ngan ketentuan yang berlaku,

Cuhip Jjelas,
Cukup jelas.

Cukup jelas. -

Tang dimaksud dengan pemkinasn adalah =
usaha peningkatan pengetahuan dan ketram
Pilan pejabat penyidik waik berupa kur -
sus, latihan-latihan/penataran, petunjuk
mgupun instruksi yang dilakukan eleh Wa-
liketamadya Kepala Daerah, baik sendiri-
Sendiri maupun atas kerja sama dengan Ip
stansi FPenegak Eukur lainnya seperti 3=
Polisi Repiiblik Indenesia, Kejaksaan nay
Fun Instansi lainnya yang mempunyai kait
an dengan pelaksanaan tugas penyidikan,

Pgsal 9

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11 ayat (1)
dan ayat (2)

-5-

¢ Biaya adalah sejumlah dana ysng diper-
lukan dalam rangka-pelaksanaan dan L~
Penyelenggaraan tugas penyidikan serta
Penkinaan sebagaimana dimaksud Pada pg
8al 3 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini,
$ Culkup jelas,

H Gu]mp j elase=
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